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EMBERANTASAN TINDAK

PIDANA KORUPSI DI KOTA PALEMBANG-

Oleh:
Nashriana, SH.M.Hum.

( Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

Abslruk : Pemberantasan/penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi
ternyata unconditional dengan semangat Pemerintah dan sepak terjang yang
dilakukan oleh lembaga KPK. Penurunan jumlah kasus yang diajukan ke sidang
pengadilan bukanlah merumjukkan keberhasilan, tetapi hants secara kritis dilihat
dari ndut faktor kendala yang ditemui di lapangan. Dari pcnelitian didapatkan
bahwa identiJikosi faktor kendala ntenyangkil : faktor hukum atau perundang-
undangan itu sendiri yang perumusannya multi tafsir dan sulit diterapkan; faktor
struktur/ penegak hukum yang berhubungan dengan moralitas, kapabilitas/
pr ofes i on ali s m e, in dep e dens i, s is t im p engg aj i an y ang r e n d ah dar i ap ar at ; d an fa kt oi
budaya hukum yang tidak kondusif pada penyelenggaro negarq, aparat penegak
hukum, dan budrya maqtarakat yang membiasakan mernberi "uang pelicin".

Kats Kunci: Kendala, Pemberantasan , Tindak Pidana Korupsi

A.PEIYDAHULUAI\

Korupsi dewasaini telahmenjadi masalah global antarnegara, yang
tergolong kejahatah tansnasionall; bahkan atas implikasi buruk multidimensi
kerugian ekonomi dan keuangan negara yang besar, maka korupsi dapat
digolongkan sebagai extra ordinary crime sehingga harus diberantas.
Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan

untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari pro-
gram untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia intemasional dalam
rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang hrsangkutan,
tidak terkecuali Indonesia. Transparency International Indonesio (Tll)

' Tulisan ini merupakan sub bagian dari hasil penelitian denganjudul "Optimalisasi
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kota Palembang l' yang didanai oleh
DP2M DIKTI dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian No. 008/SP2H/PPDP2IW
IIV2008 anggal6 Maret 2008

t Dalam Resolusi "Corruption in Goyernmert " (Hasil Kongres PBB ke-8 tahun
1990) dinyatakan bahwa korupsi tidak hanya terkait erat dengan berbagai kegiat an "eco-
nomic crime", tetapi juga dengan organized crime, illicit drug trfficking, money laun-
dering, palitical crime, top hat crime, dan bahkan transnational crime.
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kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi. 2 Dari definisi tersebut terdapat
tiga unsur : menyalahgunakan kekuasaan; kekuasaan yang dipercayakan (baik
di sektorpublikataupun swasta), memiliki aksesbisnisatauketuntunganmateri;
dan keuntungan pribadi (yang tidak selalu diartikan hanyauntuk pribadi orang
yang menyalahgrurakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga atau teman-
temann.va).

Sebagai suatu kejahatan yang bersifat exrra ordinary crime,
pemberantasan tindali pidana korupsi membutuhkan keseriusan dan rJengan
cara melakukan kerjasama internasional. Terlebih berdasarkan survei yang
dilaktrlian oleh Transparency International Indonesra bahwa [ndonesia
menduduki negara ke-6 terkorup di dunia.3 Berdasarkan catatan Indonesian
corruption watch(lcw)dalam laporan korupsi yang diperiksa dan divonis
pengadilan selama tahun 2005 didapa&an : jumlah kasus korupsi sebanyak 69
kasus, dengan 239 orang terdaliwa yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan
di seluruh Indonesiamulai dari tingkat perama (pengadilanNegeri), banding
@engadilan Tinggi), kasasi hingga peniqiauan kembali (MA).4

Dalam pemberantasan korupsi, keseriusan pemerintah Indonesia dapat
terlihatdenganditerbitkannyaberbagaikebijakanyangsecaralangsungberkaitan
denganpenanggulangantindakpidana konrpsi. Berbagai kebijakandalam bentuk
perundang-undangan tersebut berupa : TAp MpR No. x/lvlpR/l 99 g tentang
Fenyelenggara.en Negara Yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
uu No. 28 Thhun 199 tentang Penyeleng-earaan Negarayang bebas konrpsi,
Kolusi, dan nepotisme5; uu No. 3 I tahun I 999 jo UU No. 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan lindan Pidana Konrysi; UU No. 30 Tirhun 2002 tentang

2 J Pope, strategi memberantas korupsi, yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2003,
hlm.6

3 Harian Sumatera Ekspres, Kotwensi anli Korupsi perlu Diratifikasl, Selasa 13
Desember2005

{ Http://www.antikorupsi.ore, pengadilan masih milik koruptoti diakses tanggal
2Mei2007

5 Pengertian korupsi seringkali dicampuraduH<an dengtan pengertian kolusi dan
nepotisme yang secara gramatikal menjadi korupsi, kolusi, dan nepotism (KKN). Kolusi
{collusion) adalah kesepakatan atau persetujuan dengan tujuan yang bersifat melawan
hukum; dan nepotisme (nepitism) mengandung pengertian : mendahulukan atau
memprioritaskan keluarga&elompok/golongan utnuk diangkat dan diberikanjalan menjadi
pejabatnegara atau sejenidsnya.

IG\{. Nurdana dkk, Korupsi dan illegat togsing, pustaka pelajar, yoryakarta,
2005, hlm.2.5
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Kornisi PemberantasanTindakPidanaKorupsi, UUNo. 7 tahun 2006 Tentang

Pengesahan United Nations Conventions Againts Coruuption 2003,
Keputusan Presiden No. I I Tiahun 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor)6, Innstruksi Presiden

No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Selain itujuga
telah diterbitkannya peraturan yang tidak secara langsung tetapi tetap dalam
konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti UU No. I 5 tahrn2002
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diamandemen UU No.
25 Tahun 2005 tentang PerubahanAtas UU No. l5 tahun 20027; dan UU
BantuanTimbalbalilC

Dengan banyaknya penerbitan peraturan perundangan yang terkait
denganpemberantasan korupsi tersebut, tidak seketika membuat para koruptor
menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi; tapi yang paling penting

adalahbagairnana isasi/implementasikesemuaperaturan

tersebut dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang ada di lndonesia.

Seperti yang diungkapkan oleh Muladi bahwa penegakan hukum pidana tidak
selesai hanya pada pengaturan dalam suatu undang-undang, tetapi juga harus

diterapkan dan dilaksanakan dalam masyarakat.e

Pertanyaan ini menjadi menarik untuk dikaji mengingat ada ungkapan
yang diken:rukakanoleh Presiden SBY ketika membuka Rakor Penanganan
Tindak Pidana Korupsi di Istana negara pada tanggal 7 Maret2006. Presiden
mengakui masih terdapat ketidakpuasan masyarakat terhadap keberhasilan

an tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang paling nyata adalah
ketidakpuasan rakyat atas bebasnya sejumlah tersangka kasus korupsi ketika
disidangkan t0Masihlekatdiingatankitaantaralainkasusvonisbebasterhadap

trio rnantan Direktur Bank Mandiri, ECWNeloe, I Wayan Pugeg, dan M.
Sholeh Tiasripan yang terkait dengan dugaan korupsi sebesar Rp. I 60 Milyar

6 TimThstipikor saat ini telah dihapuskan
? Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah tindak pidana lanjutan (follow up

crime) dari tindak pidana sebelumnya yang dilakukan (" sebagai core crime"), yang
menghasilkan "uang haram" .Tindak pidana sebagai " core crime" tersebut diatur secara
limitatifdalam Pasal2 UU TPPU dan korupsi sebagai salah satunya.

I UU Bantuan Hukum Timbal Balik tidak saja mengatasi kejahatan korupsi lintas
negara, tetapi juga terhadap ilkgal logging illegal fishing, illegal maning.

e Muladi, Kapita Seleldq Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit LINDIR
Sunarang,1995,hkn. l3

ro Harian Sumatera Ekspres, SBY : KPK Jangan ragu (Ambil alih kasus korupsi
di Kepolisian don Kejaksaan), tanggal 8 Maret 2006
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dalam pengucuran kredit ke PT cipta Graha Nusantara (cGN). Atau vonis
bebas dugaan korupsi dengan tersangka Muchtm pakpahan dalam kasus dana
Jamsostek sebesar Rp. 1,8 miliar.tt

Ungkapan SBY tersebut memang patut dicermati, dengan
memperhatikan kasus korupsi sepanjang tahun 2005 dari hasil survai yang
dilakukan oleh ICW, terdapat sej uml ah 6912 kasus korupsi dengan pembagian
:junlahkastsyangmelibatkanparaterdalsvadarilingkunganekselfftif(kepala
daerah, mantan kepala daerah, kepala dinas, sekretaris daerah dsb) adalah
sebanyak 27 kasus; para anggota atau mantan anggota dewan (legislatif)
sebanyak 28 kass yang telah diproses di pengadilan. Sementara kasus korupsi
yang melibatkan pihak swasta sebanyak 14 kasus. Dari 69 kasus tersebut, 27
kasus yang diputus bebas oleh pengadilan, dan42 kasus yang dinyatakan
bersalah. Namun dari kasus korupsi yang divonis bersalah oleh pengadilan,
dapat dikatakan belum memberikan efekjera bagi pelaku konpsi karena hampir
separuhnya(23 kasus) diputus di bawah2 tahunpeqiara,,r3

Di wilayah hukum Sumatera Selatan-pun tak luput terjadi hal demikian.
Beberapa kasus korupsi yang menjadi perhatian publik dan "diyakini,, telah
terjadi tindak pidana korupsi, kenyakannya divonis bebas oleh hakinr, seperti
: Kasus Pembuatanpeta SumSel senilai Rp. 2,1 M di Kanwil BpN sumsel,
dengan terdakwa Ir. Bahrunsyah; Kasus Dugaan Mark up pembelian 14 urit
mesin praktik mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya dengan terdakwa
Pimpro proyek Drs. Nazamudin siregar; Kasus dana operasional @aops)
DPRD Sumsel sebesar Rp. 7,5 miliar dengan terdakwaAbdul shobur, yang
saat itu menjabat Sekretaris DPRD Sumsel di tahun 2003 ; dan teraktrir kasus
kontoversial Kasus Pangkul Gate yang melibatkan Walikota Kota prabumulih
Drs. H. Rachman Djalili MM.t4

Dari kasus-kasus demikian dimana menyisakan pertanyaan di benak
kita, bagaimana sebenarnya pemberantasan/penanggulangan yang telah
dilakukan terhadap tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan sehingga
terdapatrya beberapa kasus yang "diyakini" masyarakat sehgai suatu tindak

r f Harian Sumatera Ekspre s, Kuburan P emberantasan Korupsi, tangal Z2Februari
2M

t2 Jumlah kasus yang ada tentujauh lebih besar karena data ICW tersebut hanya
berasal dari media nasional dan daerah serta laporan dari mitra kerja ICW

13 Http://www.antikorupsi.org. pengadiran masih mitik korupr,o4 diakses tanggal
2Mei2007

ra Harian Sumatera Ekspres, Rachman Djaliti divonis bebas, Karnis23 November
2W
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pidana korupsi divonis bebas oleh hakim, atau dengan kata lain faktor kendala
apa yang dijumpai sehingga aturan-aturan tentang tindak pidana korupsi yang

telah kondusif dan representatif sukar untuk ditegakkan/diterapkan dalam
menghadapi kasus tindak korupsi di Indonesi4 tidak terkecuali di wilayah hukum
kota Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera selatan. Karena itu tulisan
ini mempermasalatrkan : faktor kendala apa yang dijumpai dalam pemberantasan

tindak pidana korupsi di wilayah hukum Palembang?

B. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
PEI\IEGAKA^I\ HUKUM PIDANA

i. rioa*pidanaKorupsi
a. Pengertian

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin" conuptio" atau" corruptus"
yang berarti kerusakan atau kebobrokan.r5 Pada mulanya pemahaman
masyarakat tentang korupsi dengan menggunakan bahasa kamus, yang berasal

dari bahasa Yunani l-atin"conuptio" r6yang berarti perbuatan yang tidak baik,
buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian,
melanggar nonna-nofina agam4 mental dan hukum. Pengertian tersebut
merupakan pengertian yang sangat sederhan4 yartg tidak dapat dijadikan tolak
ukur atau standar perbuatan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang oleh
Lubis dan Scottt T dalam pndangannya bahwa: dalam arti hukum korupsi adalah

tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan
orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum
atas tingkah laku tersebut; sedangkan menurut norna-norrna pemerintahan
dapat dianggap korupsi apabila adapelanggaran hukum atautidak, namun dalam
bisnis tindakan tersebut adalah tercela.

Menurut Hermien H.K., istilah korupsi yang berasal dari kata
"corrupteio" yang dalam bahasa latin berarti seduction ataubribery. Bribery
adalah memberikan atau menyerahkan pada seseorang untuk agar orang tadi

15 Focus Andrea dalam M. Prodjohamidj oyo, Memahami Dasar-Dasar Hukum
Pidana Indonesia, kadnyaParamita, Jakarta, 200 l, hlm. 7

f6 Istilah corruptio berasal dari kata corrumpore dari Bahasa Latin Tua, yang
berarti: merusak.

Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahawlya, Gramedia,
Jakarta" l99l,hlrn.g

t7 M. Lubis dan J.C, Scott, Korupsi Politik, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
lD7,hlm.19
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memperoleh keuntungan. Sedangkan s e duction brartrsesuatu yang menmik
yang membuat seseorang menjadi menyeleweng. rs

Robert Klitgaard mengartikan korupsi adalah one of the foremast
problrms in the developing world and it is reveiving much greater atten-
tion as we reach the last decade of the century.te

Dalam Pasal 2 ayat I Undang-Undang Nomor 3l tahun 1999 jo.
undang-undang Nomor 20 tahun 200 I tentang pemberantasan Tindak pidana
Korupsi, tindak pidana korupsi dinrmuskan : "setiap orang yang seaxa melawan
hukum melahrkan pertuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dau suatu
koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiar negar4
dipidanadenganpidanapenjaraseumtnhidupataupidanaper,jaapalingsingkat
4 (empat) tahun dan paling I ama2}(duapuluh) tahun dan dendapaling sedikit
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
I .000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam Pasal 3-nya dirumuskan : o.setiap yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi,
menyalahgunakan kewenffigffi, kesempatan, atau sarana yang ada padanya
karenajabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negar4 dipidana dengan pidana penjara seurnur hidup atau pidana
penj ara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapulutr) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1 . 000. 000.000,00 (satu milyar rupiah).
b. Sebab dan akibat tindakpidana korupsi

MenurutAndi Hamzah, tindak pidana korupsi yang terjadi di
Indoneia disebabkan karena faktor-faktor :20

1. Ktuangnya gaji ataupendapatanPegawai negeri dibandingkandengan
kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Faktor ni adalah faktor
yang paling menonj ol, dalam arti merata dan meluasnya korupsi di In-
donesi4

2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia. Dari sejarah
berlakunya KUHP di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh
pejabatuntuk dirisendirirnerrmgtelahdipeftitungkan

rt Hermien. H.K. Korupsi di Indonesia doriDelik Jabotan ke Tindak pidana
Korupsi, CitraAditya Bakti, Bandung, lgg4,hal. 32

te Robert Klitgaard dalamAchmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Ghalia
Indonesi4 I akarta,2002, hal. I 5

20 Andi Hamzah dalam Djoko prakoso dkk, Kejahatan-Kejahatan yang
Membahayakan dan Merugikan Negara, Bina Aksara, Jakarta, lgg7,hai.3gz
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secarakhusus oleh Pemerintah Belanda sewaktu disusun WvS untuk
Indonesia. Hal ini nyata dengan disiapkan P asal 423 dan 425 KUHP
Indonesia

3. Man4iemenyangkurangbaik dankontol yargkurang efektifdankurang
efi sien sering dipandang ptrla sebagai penyebab korupsi, khususnya dalam

arti bahwahalyang demikian itu akanmemberi peluanguntuk melakukan

korupsi. Sering dikatakan, makin besar anggaran pembangunan semakin

besar pula kemungkinan terj adinta kebocoran-kebocoran
4- Modernisasi mengembangbiakkan korupsi karena membawa

perubahan nilai dasar atas masyarakat, membuka sumber-sumber
kekayaan dan kekuasaan barq membawa perubahan-perubahan yang
diakibatkannya dalam bidang kegiatan politit memperbesar kekuasaan
pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh
peraturanpemerintah.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa ada2pendapat dalam membahas
akibat korupsi, yakni 2t: Pendapat pertama, mengatakan bahwa korupsi itu
tidakselaluberakibatnegatif kadang-kadangpositifmanakalakorupsiberfimgsi
sebagai uang pelicin bagaikan fungsi minyak pelumas pad amesir*z Pendapat
ke dua, oleh Gunnar Myrdal sebagaimana disitir olehAndi hamzah mengatakan

bahwa korupsi itu tidak pemah membawa akibat positi f, arfiarulain : 
23

l. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang
menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan kurang
tumbuturya perasaan nasional

2. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural, sedang
bersamaan dengan ifu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena
turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi demikian
membahayakan stabilitas politik;

3. Konrpsi mengakibatkanhnunnyadisiplin sosial. Uang suap tidakhanya
dapat memperlancar prosedur administrasi tetapi biasanya juga
berakibat adanyakesengajaan untuk memperlambatproses administrasi
agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Disamping itu,
pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan,
dipersulit atau diperlambat karena alasan-alasan yang sirma.

2t ibid
2 Pendapat pertama ini banyak dianut oleh peneliti barat antara lain Lincoln Steven,

Nathaniel, Robert K. Merton.
._ Selengkapnya dapat dilihat dalam Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi

Negara, Rajawali Pers, Jakarta, l992,hal.l94
23 Djoko Prakoso, dkk, Op.Cil hal 395
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2. Tinjauan tentang Penegakan Hukum pidana
a. Pengertian dan Lingkup Penegakan Hukum pidana

upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal, apa yang disebut
dengan istilah kebij akan/politik hukum pidana ( p enal p o I icf a),menurut

Wisnusubroto, merupakantindakanyang dalamhal : .25

a. Bagaimanaupayapemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan
hukumpidana;

b- Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi
masyarakat;

c. Bagaimanakebijakan pemerintahuntuk mengaflr masyarakat dengan
hukumpidana;

d. Bagaimana hukumpidanauntukmengaturmasy'arakat
dalam rangka mencapai tujuan lebih besar.
Di satu sisi, penegakan hukum pidana sebagai suatuprcses yang sistemik

merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan Oolitik kriminay
criminol Policy) melalui sarana penal (penal policy) yarrgmenurut G.p.
Hoefnagels diterjemahkan dalam bentuk Criminal Law Application26,
sementara di sisi lain politik kiminallcriminal policy adalahbagian dari
kebijakan penegakan hukum (zaw Enforcement poliry) dalam arti luas. Dengan
demikian penegakan hukum pidana pada hakekatnyajuga merupakan bagian
integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Sociol
Policy). Karena itu GP. Hoeftagels memberikan skema sebagai berikut :27

2a MarcAncel mengemukakan biltwa"penal poliq" adalah suatu ilmu sekaligus
seni yang pada akhimya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum
positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada
pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-
undang, danjuga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Marc Ancel, so cial Defence. A Modern Approach to criminal problem,Routledge
& Kegan Pail, London, 1965, hal.4

25 wisnusubroto, Kebijakan Hukum pidana dalam penanggulangan
P eny alahgunaan Komputer,Universitas Atmajaya, yogyakart4 l999,hal. 12

26 Muladi, Op.Cit, hal.40
27 G.P. Hoefrragels, The other side af Criminologt, Kluwer Deventer, Holland,

1969, hal.57
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HUBT]NGAN POLITIK KRIMINAL DAN POLITIK
PENEGAKAI\HUKUM

Criminal Pol

Influencing view of society
on crime and punishment

media

criminal law application
(practical criminology )

Dari bagan di atas terlihat bahwa menurut GP. Hoefnagels upaya

penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

a. penerapanhukumpidana
b. pencegahantanpapidana; dan
c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan

r pemidanaanlewatmediamassa

' Dengandemikianupayapenanggulangankejalratan secaragarisbesar
dapatdibagidu4yaitulewaljalurpenal (hukumpidana)danlewatjalurnonpenal

Oukaddi luar hukum pidana), yang dalam pembagian Gp. Hoefrragels upaya
png disebut dalam butir b dan c dikelompok&an dalam upaya o.non penal,,

Dalam kaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur
penal - sebagai fokus dalam penulisan ini - mentrnjukkan bahwa upaya yang
dilakukan adalah melalui hukum pidana (penegakan hukum pidana), yaitu melalui
tigatahapyakni:

l. tahap formulasillegislatif, yaitu tahap penegakan hukum in abstacto
oleh badan pembentuk undang-undang;

2. tahap aplikasi/yudikati{ yaitutahappenerapanhukumpidana oleh aparat-
aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, dan

3. tahap adminisrasilel<sekutif talrap pelaksanaan hukum secara konkrit
oleh aparat-aparat pelaksana pidana.28

28 Muladi, Loc.cit.
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Dalam penegakan hukurn pidana seperti penegakan hukum lainny4
sangat tergantung dengan apa yang diuraikan oleh [^awrence M. Friedman yang
disebut deng an legal system (sistim hukum), yaitu : 2e

1 . legal substance, yaitu produkperundang-undanganyang dikeluarkan
oleh negma. Hal ini disebutnya dengan ..produk mesin ,

2. legal culture, yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum.
Hal ini disebut dengan istilah'!ang menghidupkan dan mematikan
mesin". Yaitu latar belakang kebiasaan dan budaya yang mempenganrhi
hukumdanpenegak

3. legal structure, yaitu aparat penegak hukurn, yang disebut oleh beliau
sebagai"mesin".

b. PenegakanHukum Pidanamelalui Sistimperadilanpidana
Pada dasamy4 Sistem Peradilan Pidana (Spp) atau cr iminnl Justice

syste m dikemukakan pertama kali di Amerika serikat oleh pakar hukum pidana
dan para ahli dalam criminal Justice science. Menurut Mardjono
Reksodiputro, sPP merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk
menanggulangi masalah kejahatan- Menanggulangi diartikan sebagai
mengendalikankejahatanagarberadadalam batas-batastoleransi masyarakat.3o

Ditinjau dari dimensiny4 Frank Hagan membedakan arrtaru criminal
Justice system danCriminal Justice Process. Menurutnya, Criminal Jus-
tice system : " ...is the system by which society, first determinies what will
constitue a crime and then identifies, accuses, tries, convicts, and pun-
ished those who violated the criminal low". Sedangkan criminal Jistice
Process diartikan sebagai : " the series ofprosedure bywhich society, iden-
tifies, accuses, tries, convicts, andpunishes offenders"3i Karenaifu terdapat
perbedaan gradual antara kedua pengertian di atas, criminol Justice sysim
merupakan Subtantive /aw; sementara Criminal Justice proce ss menunjuk
padapengamananpenerapandaisubtqntive low. Aran coffey dalam
An Introduction to the Criminal Justice System ond process nenentukan
bahwa sistem peradilan pidana secara keseluruhan (the overall system of
justice)meliputi :32

2e Lawrence M. Friedman dalam BF. Sihombing, Evolusi Kebijakan pertanahan
dalam Hukum Tonah Indonesr4 Disertasi 53 Universitas Sriwijaya, Penerbit Gunung
Agung, Jakarta, 2005, llmil. 126

30 Mardjono Reksodiputro, ila* Asasi Manusia Dalan Sistem Peradilan pidana,
Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukrmr, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994,
hal.84

dalam Kontel$ Penegakan Hutatm di Indonesia,Arumni, Bandung, lggz,i;|.70
32 Alan Coffey, Edward Eldefonso, Watter He hinger, An Inlroduction to the Crimi-

nal Justice System and Process, Prentice Hall, New Jersey, 2002,ha1. g4
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INPTiT
Selected Law

RUANG LINGKUP SISTEM PERADILAII PIDANA

PROCESS
Police Prosecution

Court CorrectionViolation

Ada perbedaan gradual skema di atas dimana "sistim" berbeda dengan

"proses". Lebih lanjut menurutAlan Coffey, " tlte process of the system refers
to many activities of police, ottorneys, judges, probation and a role and
prison staff. Process therefore is the most visible part of the system".33

Secara global dan representatife, menurut LaPatra bahwa sistem
peradilanpidanadiakui eksistensinya.3aApabiladikaji dari etirnologis danmakna
Icksikon, maka sistem berasal dari istilah sysle ma $unaru) 1,ang berarti suatu
yang terorganisasi, suatu keseluruhan kompleks. Dengan demikian tidak perlu
dipertentangkan antara subsistem, sebab subsistem adalah bagian,cari sistem.
Jadisistemmengandungartiterhimpun(antar)bagianataukomponenyangsaling
berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. 35 Dalam
SPPsebenamya"sistem"amatpentingeksistensiny4karenaapabilaketerpaduan

dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka kemungkinan terdapat 3 (tiga)
kenrgian sebagai berikut :36

a. Kesukarandalammenilaisendirikeberlrasilanataukegagalanmasing-masing
in$ansi, sehubungan dengan fugas mereka bersama;

b. Kesulitandalam memecahkan sendiri masalah-masalahpokok masing-masing
instansi (sebagai subsistem dari SPP); dan

c. Karenatanggungf awab masing-masing instansi sering kurangjelas terbagi,
makasetiapinstansitidakterlalumemperhatikanefektivitasmenyeluruhdari
sistem peradilan pidana.

x lbid.
3a La Patra dalam Kenneth l.Peak, Justice Administration Departemen of Crimi-

nal Justice,University of Nevada, Nevada , lgBT ,hal.25
35 Mariman Prodjohamidjoyo, penerapan pembuktian rerbalik dalam Delik

Korupsi (UU Nomor 32 Tahun lg99),CV. Bandar Maju, Bandung,200l, hal.9g
36 Mardjono Reksodiputro, Op.Cit, hal 85
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Selain itu, Sistem Peradilan Pidana (SPP) harus dilihat sebagai pr4,sical
system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk
mencapai suatutujuan; dan sebagai Abstract systemdalam arti gagasan-gagasan
yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam
ketergantungan.3'

SPP j uga harus dilihat sebagai de t e rmin i s t i c sy s t e m y angbekerj anya
dapat ditentukan secarapasti, namun hanrs dilihat sebagaiprobabilisiic sys-
temyanghasilnyasecarapasiitidakdapatdiduga. Sppjugaharusdilihatsebagai
op e tt,sys t e m sebab pengaruh lingkungan seringkali berpengaruh terhadap
keberhasilan sistem tersebut didalam mencapai tujuannya. 38

Dalam sPP akan melibatkan penegakan hukum pidana, baik huhum
pidana subtantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Di
samping itu dapat dilihat dalam bentuknya baik yang bersifat preventif refiesii.
maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling
keterganturganantarasub-sistemperadilanpidan4yakni : kmbagaKepolisiarl
kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan dapat
ditambahkan Lembaga Penasihat huliurn dan Masyarakat.

saling keterganturgan antara SPP dengan penegakan hukum pidana,
tergarnbar dari program penegakanhukum pidanayang diungkapkan oleh Joseph
Goldsteirl yang memhdakanpenegakan hukumpidanamenjadi tig4 yaitu :3e

Pertama, Total Enfarcententyak'ni ruang lingkup penegakan hukum pidana
, sebagaimana yang terumus dalam hulcum pidana substantif. Namun

penegakan hukum ini tidak dapat dilak-ukan karena penegak hukum
dibatasi oleh hukum acara pidana.

Kedua, Full Enforcement dalam ruilng lingkup dirnana penegak hukum
diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Namun inipun tidak
dapat dilakukan karena adanya keterbatasan bentuk, waktu, personil,
alat-alat investigasi, sehingga diharuskannya disctretion.

Ketiga, Actual Enforcementyang merupakan lingkup penegakan hukum yang
sebenamya yang ada dalam masyarakat.

r7 Gordon B. Davis, Management Information system Conseptual Fundotion
Struct ure a n d D ev e I opm ent, M. Graw Hil l, Sydney, 197 4, hal. g I .

38 Muladi, Op.cit, hal 15.
. 3e Joseph Goldstein , dalam George F. cole, criminal Justice Law and politics,

Duxbury Press, Massachusetts, l976,hal. 108 dst
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C. FAKTOR KENDALA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI KOTA PALEMBANG

1. Data Empiris TindakPidana Korupsi
UU No. 3 1 tahun I 999 sebagaimana diubah dengan UU No. 21 tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut
dengan UU TIPIKOR) , memuat ide atau konsep yang diejawantahkan oleh
penegak hukum di dalam masyarakat. Sebagai suatu kebijalian yang rasional,

penegakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki 3 elemen.vang

terkait satu sama lainnya, yaitu UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagai produk legislasa (Kebij akan Legislatif/formulatif) yang

kemudian akan diterapkan oleh aparat penegak hukum (Kebijakan aplikasi/
yudikatifl dan dilalisanakan oleh aparat pelaksana (Kebijakan Eksekutif/
sdministratif). Dengan kata lain bahwa dalam penegakan hukum - termasuk

pemberantasan tindak pidana korupsi - terkait kebijakan legislatif, kebijaiian
yudikatif; dan kebiajakn eksekutif sebagai satu kesatuan.ao

Berkenaan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum
Suryatera selatan, dalam kurun waktu 3 tahun (ahun 2005 sampai tahtur 2007),

Penghdilan Tinggi Surnatera selatan mengadili sejumlah 66 perkara, yang dapat

dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1

DATA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
TAHUN 2OO5 _TAHTIN 2OO7

a0 Muladi, Kapita Selekta Peradilan Pidana, Op.Cit., hal 119

No. PENGADILAN NEGERI TAHUN

2005 2006 2007

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PALEMBANG

SEKAYU

BATURAIA

LUBUK LINGGAU

KAYUAGUNG

LAHAT

MUARAENIM

6

2

5

I
I
7

,

7

6

I

I

2

4

3

9

3

I

I
4

TOTAL 24 2t 2t

SUMBER ; PENGADILAIT{TINGGISUMATXRASELATAN, 2008
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Dari tabel di atas terlihat bahwa data empirik tindak pidana korupsi
yang terjadi di Palembang sejumlah 6 kasus (25 %)di tahun 2005; 7 kasus (
33,3 yo) di tahun 2006; dan 3 kasus ( I 4,3 Wditahun 2007 dari keseluruhan
kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Sumatera Selatan. r)

Sementara data Pengadilan Negeri Palembang terkait kasus tindak
pidana korupsi yang disidangkan sepanjang tahun 2006 dapat dilihat dalam s
tabel berila:t :

TABEL2
DA,A"*"[iH1TI?T,*X'#JLANNEGERT

NO.PERKARA I'ASAL.PELANGG.4.RAN 'ruiffuT^{N PLTTUSAN

1038/Pid.R/2006 Ps 2 (1) UU TIPIKORJo Ps. -55
(l) Jo Ps. 64 (l) KUHP

4 (ernpat) tahun
penjara

Bebas

273/Pid.B/20(t6 Ps 2 (l) UU TIPIKOR

Ps. 3 (l) UU TIPIKOR

Tidak Bersalah Bebas

331/Pid.812006 Ps 2 (t) UU TIPIKOR

Ps. 3 (l) UU TIPII(OR

Ps. 8 UU TIPIKOR Jo Ps. 64
(I) KUHP

Ps. 9 UU TIPIKOR Jo Ps. 64
(l) KUHP

7 (tuiuh) tahun
pcnjara

Penjma 6 (enam)
tahun dan denda
scbesar Rp. 300
juta subsider 5
(lima) hulan
lurungan

Membayat uang
pengganti sebesar
Rp. 1.403.696.2i4,-

679iPid.B/2OO(l Primair: Ps. 2 (l) Jo Ps. l8 UU
TIPIKOR Jo Ps 55 (l) ke-l
KUHP

Subsidair: Ps. 3 Jo Ps. 18 UU
TIPIKOR Jo Ps 55 (l) ke-l
KT]HP

4 (empat) talrun
penjara

Bebas

t 683/Pid.8/2006 Primair: Ps.2 (l) Jo Ps. 18 UU
TIPIKOR Jo Ps 55 (l) ke-l
KUHP

Subbidair: Ps. 12 hurufl Jo Ps.
18 UU TIPIKORJo Ps 55 (l)
ke-l KUHP

.l (empat) tahun
penjara

Penjara 3 (tiga)
tahun dan denda
sebesar Rp. 50 juta
subsider 3 (tiga)
bulan kurungan

Membayat uang
pengganti sebesar

w.1.M2.222.335,-
t684/Pid.8/2006 Primair: Ps.2 (l) UU

TIPIKOR Jo Ps 55 (I) ke-l
I(I]TIP

Subsidair : Ps. 12 hurufl Io ps.
18 UU TIPIKOR Jo Ps 55 (l)
ke-l KLIHP

4 (empat) tahun
penjaa

Peujara 3 (tiga)
tahun dan denda
sebesar Rp. 50 juta
subsider 3 (tiga)
bulan kurungan

Mernbayat uang
pengganti sebesar
R:p. 1.M2.222.335,-

Sumber : Pcngadilan Negeri Palembang. 2{X}8
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Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 6 kasus yang disidangkan
selama tahun 2006,ada 3 kasus yang diputus bebas, artinya ada 50% kasus
yang diputus bebas. Ternyata apayang disinyalir dan diuraikan oleh Harian
Kompasar bahwa terdapat banyak putusan pengadilan yang memberikan
putusan bebas sepanjang tahun 2006, Palembang adalah salah satunya.

TABEL3
DATA PERKARA KORT}PSI DI PENGADILAI\ NEGERI

PALEMBANGTAHTJN 2OO7

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada penurunan kuantitas{urnlah kasus

tindak pidana korupsi yang dilimpahkan ke Pengadilan negeri, dibanding tahun
sebelrrnnya

Hal ini harus dilihat secara laitis bahwa penunuran angka konrpsi tersebut
bukan berafti berkurangnya tindak pidana korupsi yang terjadi dalam masyaraka!
tetapi ada faktor-faktor lain yang muncul sehingga angka kejahatan menjadi
kecil. Bahkan di tahun 2008, tidak ada satupun pelimpahan perkara ke
Pengadilan negeri untuk diperiksa hingga akhir Mei 2008.42

2. Identifikasi FaktorKendala
Dari uraian sebelumnya didapatkan bahwa pemberantasan tindak pidana

korupsi di kota Palembang membuat miris. Oleh karena itu beberapa kendala
yang dijumpai di lapangan dapat diidentifikasikan pada yang berikut :

a. Substonsi Huhtm,dijumpai kendala menyangkut :

I) Batrwadari sehrnrhhfturnposit'rf prry adatidakmencattumkan srcara
tegas kewenangan lembagakejaksaan untuk melakukan penyelidikan
dan penyidikan" Ketida$elasan ini kemudian di$makan oleh Pengacara

se6agai argumen hukum di dalam menangani perkara korupsi, walau
kemudian melalui Uji Materiil terhadap Pasal 30 UU No. 16 tahun

ar Harian Kompts, Putusan bebas dalam kasus Korupsi,tanggal2l Oktober 2007
a2 Sumber dari Panitera PN Palembang

NO. NAMA KASUSPOSNI KETERANGAN

I Baharuddin Tindak pidana Angkutan Haji
tahun 2003-2fi)4

Banding

2. Drs.Syamsul Bahri Mark-Up harga pengadaan alat-
alat laboratorium dan bengkel
Politeknik Srirvljaya

Banding

3. Drs. Syaifullah Mark-Up harga pengadaan alat-
alat laboratorium dan bengkel
Politeknik Sriwijaya

Banding
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2004 tentang KejaksaanRl yang diajukan olehNy. A. Nuraini dan
Subarda Mi dJuyqyang kemudian terbit Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 28/PUU-V12007 tanggal 27 Maret 2008 yang memberi/
memperjelas kewenangan bagi lembaga Kejaksaan untuk melalekan
penyelidikanipenyidikan;

2) Tentang perumusan "yang merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara" seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dst-nya
menimbulkan persepsi yang berbeda antara aparat penydik dan BPKP
sebagai auditor dalam kaitan penentuan besaran kerugian yang
ditimbulkan oleh kegiatan korupsi tsb;

3) Perumtsan "secaramelawanhukum" yang disebutkan dalamPasat 2 UU
TIPIKOR yang kemudian diperjelas oleh Penjelasan pasal, dalam

menimbulkan kendala. Hal ini dikarenakan pemahaman
melawanhuknnmderiill,argdijelad<rrdalamPorjelamn, padakorymmnp
kurang dipahami oleh aparatpenegaktenrtamapadatahap Pra-Ajukasi;

4) Menyangkut sistimpembuktiante6aliksepertiyangterumusdalamPasai
37 UU TIPIKOR ternyata mengalami kendala dalam penerapannya

b. Struktur Hukunt, dari sisi ini ada beberapa kendala yang ditemui seperti :

1) Kurangnya pemahaman menyangkut spirit hukum dari aparat penegak
hukum, hal mana mendasari penegakan hukum dan berkaitan dengan
pelbagai dinamika yang terjadi dalam pembuatan undang-undang (/aw
makingprocess);

2) Tingkat moralitas aparat penegak hukum yang masih rendah. Terbukti
munculnya kasus-kasus penyuapan kepada aparat penegak yang
menanganikasus;

3) Ktlang profesionalitasnya aparat penegak hukum dalam menyikapi dan
mengungkap kasus korupsi, sementara tindak pidana korupsi sebagai
kejahatan yang luar biasa dan bisa lintas batas, memang dilakukan
dengan sarana dan modus yang canggrh pula;

4) Ketidakberanian aparatper, unfitruntukmelakukan penurtutanmaksimal

, walau spirit awal telah dilakukan olek KPK yang mempunyai
yang sama dengan aparat penuntut umum di kejaksaan;

5) Tidakadanya iaparatpentnrtutketikamenentukanjumlah
dakwaanyangakandituntutkankepadaters . Hal ini
dikarenakan kentalnya "sistim komando" yang ada di jajaran lembaga
kejaksaan;

6) Kecilnya sistim penggajian aparatper, egakhukum, yang menimbulkan
kerentanan unfuk tetap bertahan dari segala "bujukan" tersangka agar
terlepas dai jeratan hukum ;
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7) Kurangnya saranadanprasaranapendukung, sementarakasus korupsi
adalah perkara yang rumit, panjang, dan membutuhkan biaya yang
lebih (misalnyapemanggilan saksi yang berkali-kal) dibanding kasus
biasalainnya

c. Budaya Hulanm, dari sisi ini ada beberapa kendala yang ditemui seperti :

1) Kurangnya budaya malu bagi pejabat publik yang diberi kewenangan
sebagai penyelenggara negara untuk berkata "tidak untuk korupsi"

2) "mafia peradilan" yang dianggap masyarakat "diantara ada dan tiada",
dimana ketikadibuktikan keberadaannyamenemui kesulitantetapi ketika
berhadapan dengan hukum jelas ada;

3) Belum dilakukannya secara riil asas akuntabilitas, transparansi,
indepedensi, dan kejujtran dalam pelaksanaanpenegakan hukum tindak
pidanakorupsi;

4) Kesulitan bagi NGO sebagai wujud dari peran serta masyarakat untuk
mencegatr tindak pidanakorupsi, seringkali dianggap negatifoleh aparat
penegak hukum, dengan alasan bahwa informasi yang dimintakan
tersebut merupakan materi kasus yang merupakan rahasia negara

5) Budaya masyarakat yang membiasakan diri untuk memberi "uang
pelicin" ketika melakukan pengurusan administrasi terhadap sesuatu
kegiatan.

D. PENruTUP
Pemberantasan/penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana

konrpsi di Palembang temyata belum dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat
dari angkakejalratan yang diajukan ke sidang pengadilan mengalami penurunan
dari tahun ke tahuru unconditional dengan semangat yang tinggi pemerintah
atau sepak tedang lembaga KPK dalam dalam memberantas korupsi. penurunan

tersebutbukandiartikansebagai keberhasilan, namunlebihkepadaidentifikasi
kendala yang ditemui di lapangarl menyangkr* : substansi hukum (pengaturan
yang tidak jelas tentang kewenangan kejaksaan sebagai lembaga penyidik;
penmusan multi tafsirmenyangkut'keuangan negara" dan "melawan hukum";
penganutansisimpernbuhianterbalik); stmkturhukum (ernahnya legal spirit;
lemahya moralitas dan profesionalisme aparat; ketidakberanian menuntut
maksimal;terganggunya sipenuntutumum;sistimpenggajianyang
rendah; disamping sarana dan prasana pendukung yang minim); dan budaya
hukum yang tidak kondusif baik aparat penyelenggma negara. Aparat penegak
hukun ; dan budaya masyarakat yang sertingkali memberi oouang pericin".
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